
 

 

 

 

BUPATI  PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR :   46   TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 

Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan   

Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan            

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6              

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DALAM 

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 

3. Bupati adalah Bupati Probolinggo. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
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5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

7. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan 

kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. 

8. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan 

indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, 

yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 

9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu 

untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 

10. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk 

penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 

11. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan 

beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan 

kegiatan. 

 

BAB II 

STANDAR HARGA SATUAN 

Pasal 2 

(1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 berfungsi 

sebagai pedoman bagi PD untuk penyusunan RKA SKPD dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA SKPKD). 

(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam perencanaan 

anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :  

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam                 

penyusunan RKA SKPD;  

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;  

c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD. 
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(3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan 

anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :  

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan 

anggaran kegiatan;  

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui 

karena kondisi tertentu, antara lain karena adanya kenaikan harga pasar, 

proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomis, efisien dan efektif. 

(4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum               

dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                     

Kabupaten Probolinggo. 

 

Ditetapkan di                 Probolinggo 

  Pada tanggal  14   Juni  2021                           

BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal  14  Juni  2021 

        SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

     H. SOEPARWIYONO, SH, MH 

          Pembina Utama Madya 

     NIP. 19621225 198508 1 002 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 46 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

PRIYO SISWOYO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19680412 199103 1 025 
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